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PENUTUP
A. Kesimpulan

1. kinerja pendamping desa Lubuk Sahung belum berjalan
secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala,
seperti  rendahnya  partisipasi masyarakat dalam
musyawarah desa, lemahnya transparansi penggunaan dana
desa, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam
pengelolaan administrasi berbasis digital, serta belum
maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang
ekonomi. Oleh sebab itu, masih memerlukan peningkatan
melalui penguatan komunikasi dengan masyarakat,
peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi
pengawasan dan pemberdayaan masyarakat

2. pelaksanaan pendampingan masyarakat desa di Desa Lubuk
Sahung pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip
pemerintahan dalam Islam seperti amanah, syura, keadilan,
tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Akan
tetapi, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum
terlaksana secara sempurna karena masih terdapat
rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya
komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta
belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa secara
menyeluruh.  Dalam  perspektif  Siyasah  Idariyah,
pemerintahan yang baik harus mampu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil,
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transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pendamping
desa dan pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas
pelayanan publik, memperkuat prinsip musyawarah, serta
mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap
pelaksanaan pembangunan desa agar tercipta pemerintahan
desa yang sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Idariyah dan
tujuan kemaslahatan umat.
B. Saran

1. Pemerintah Desa Lubuk Sahung diharapkan dapat
meningkatkan koordinasi dengan pendamping desa dalam
melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan
transparan. Pemerintah desa juga perlu memberikan ruang
yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif
dalam  musyawarah  desa, penyusunan  program
pembangunan, serta pengawasan penggunaan dana desa
agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan tidak hanya bersifat
administratif semata.

2. Pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pendampingan melalui pendekatan yang lebih aktif dan
komunikatif kepada masyarakat desa. Pendamping desa
juga perlu memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat,
khususnya dalam bidang ekonomi, pelatihan keterampilan,
dan pengembangan potensi masyarakat desa agar tujuan

pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada
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pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

. Aparatur Pemerintah Desa Lubuk Sahung diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam
pengelolaan administrasi pemerintahan desa, terutama
dalam penggunaan sistem administrasi berbasis digital dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.
Dengan meningkatnya kemampuan aparatur desa, maka
tata kelola pemerintahan desa akan menjadi lebih efektif,
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Masyarakat Desa Lubuk Sahung diharapkan lebih aktif
berpartisipasi dalam  kegiatan musyawarah desa,
pengawasan  pembangunan  desa, serta  program
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah
desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam
mewujudkan pembangunan desa yang demokratis,
transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara
menyeluruh, serta masyarakat harus memahami admintrasi
pengelolaan desa agar dalam pelaksanaan administrasi desa

bisa diawasi langsung oleh masyarakat.
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